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PUTUSAN
Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXX KXXXXXXXXX ALIAS XXX XXXXXXX, NIK 7371114209770014,
Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 02 September 1977
(umur 46 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, Alamat Kelurahan Berua, Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
melawan
XXX XXX XXX XXXX,; NTK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir
Makassar, 12 Januari 1992 (umur 31 tahun), Agama
Islam, Pendidikan  Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan
Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu selanjutnya
disebut Tergugat;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register
Nomorl15/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut:
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 31
Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1433 H., yang
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dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 408/46/1V/2012, tanggal 09 April 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat di Kota Makassar;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada
dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;

a. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 14 Juli 2012 ;

b. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki 05 Juli 2019 ;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam
pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada
bulan Maret 2021 yang disebabkan karena:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;
b. Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) ;
c. Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat ;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan
tempat kedaiaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan
telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan ;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan
keluarga sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak
satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Makassar cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
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a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXX;
c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama
Makassar, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Mks,
tanggal 19 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa selanjutnya karena pihak Tergugat tidak hadir sehigga Mediasi
tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, setiap perkara perdata harus
diupayakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat
bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/46/IV/2012, tanggal 9 April 2012,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Birngkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Keristen, pekerjaan
Karyawan Swasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Tante
Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX  dan
XAXXXXXXXXXXXXXXX, sampai sekarang anak Penggugat dengan
Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada
bulan Maret 2021,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan
bathin,Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) danTergugat telah
menikah lagi tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret
2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama
lain;
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk

kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ipar
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai sekarang anak Penggugat dengan
Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada
bulan Maret 2021,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena: Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan
bathin,Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) danTergugat telah
menikah lagi tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret
2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama
lain;
- Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk
kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan mensehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud
Pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat
dengan dalil yang pada pokoknya adalah sejak 2020 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
puncaknya terjadi pada Maret 2021, yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan bathin,Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul)
danTergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat dan Tergugat telah
meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung
selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa terhadap dali-dalii gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban sehingga ketidak hadiran tersebut
dianggap membenarkan dalil dalil gugatan dan membiarkan haknya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat difahami di
mana yang menjadi pokok masalah adalah, apakah perselisihan yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat terjadinya
suatu perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah Ilahir dan bathin, Tergugat
melakukan kekerasan fisik (memukul) danTergugat telah menikah lagi tanpa izin
Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai
sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan namun
karena perkara ini adalah khusus perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan

Pasal 283 R.Bg. Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Him. 6 dari 12 HIm. Putusan No.115//Pdt.G/2024/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan buki tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan
Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah
bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut,
mempuyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, olehnya itu bukti ini
dapat diterima dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami
istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2012, sehingga
Penggugat mempunyai Legal Standeng dalam perkara ini;

Menimbang., bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi kesaksin di bawah sumpah
dan kesaksiannya tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan
pengalaman sendiri, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu kesaksian, dengan demikian kesaksian tersebut
mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima dalam perkara ini, sesuai dengan
Pasal 306 jo Pasal 309 R.Bg,

Menimbang, bahwa dengan kesaksian saksi tersebut, dapat diketahui bahwa,
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sejak 2020 dan puncaknya Maret 2023,
yang Penyebabnya;Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat
melakukan kekerasan fisik (memukul) danTergugat telah menikah lagi tanpa izin
Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai
sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
menambahkan bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan/gugatan cerai
dengan alasan perselisihan pertengkaran (Pasal 19 huruf b dan f) harus cukup
jelas bagi Pengadilan, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah
mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan

Him. 7 dari 12 HIm. Putusan No.115//Pdt.G/2024/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung
sejak 2021, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai saat
ini berlangsung 2 tahun 10 bulan tanpa nafkah dan keduanya tidak lagi
melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian
parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, bahkan dapat
dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage),
hal ini dapat dibuktikan dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan, oleh
Pengadilan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan upaya penasehatan
oleh majelis hakim mulai dari awal pemeriksaan perkara sampai dengan
pembacaan putusan, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya agar keduanya
kembali rukun, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha menggali apa yang
menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat, dengan mendengar keterangan saksi-saksi, sehingga majelis
hakim berkesimpulan bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran karena:Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin,Tergugat
melakukan kekerasan fisik (memukul) danTergugat telah menikah lagi tanpa izin
Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai
sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci dan kokoh atau
mitsagan galidzan sehingga untuk memutuskannya, tidak dapat diukur dan dinilai
dengan menetapkan kesalahan salah satu pihak suami atau istri, tetapi yang
menjadi penilaian majelis adalah sejauh mana maslahat dan mudaratnya bagi
kedua belah pihak, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau diputuskan,
karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang tidak
dapat lagi dipertahankan akan menimbulkan pengaruh kejiwaan yang tidak baik,
baik bagi Penggugat atau Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi
Mashkamah Agung RI. Nomor 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah berketetapan hati untuk
bercerai, dengan sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan patut diduga

Tergugat membiarkan haknya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan
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Penggugat, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah
tidak ada lagi, padahal rasa cinta dan kasih sayang, merupakan unsur penting
dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi mewujudkan
adanya kebahagiaan dan ketenangan yang didasarkan atas cinta, dan kasih
sayang antara suami istri maka perkawinan seperti itu jika tetap dipertahankan,
hanya akan mendatangkan kesengsaraan yang berkepanjangan dan akan
membawa kerugian bagi kedua belah pihak suami atau istri, maka perceraian
merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh dalam mencegah kemudharatan
yang lebih besar sesuai kaedah Fighiyah dalam Kitab Asybah Wa al-Nadhaair, hal
62 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu:

s 50 awlasll prio wl> Wl wllasll

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya suatu rumah tangga yang sudah
tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan segala
upaya perdamaian sudah tidak berhasil, maka Islam memberi pilihan untuk
melakukan perceraian karena dengan tetap meneruskan ikatan perkawinan,
berarti akan menghukum suami istri tersebut dalam penderitaan yang
berkepanjangan dan akan membiarkan terjadinya suatu penganiayan, hal terebut
sejalan dengan pendapat Pakar hukum islam dalam Kitab, Madza Hurriyyatuz
Zaujaini Fith Talak Juz 1 halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapt majelis
dalam memutus perkara ini yaitu :

Yo wiliai lesd giis 2 oy uz il slxll wlniai pu> Ml pllas eMuwdl ,ls] 235
35l e oS 0l olisa LLraiwdl OY Tos 1t 0o 850 Tlosll o)l puas cuss alo
allasdl 25, obl plls l3ag x5all prusll uzs il

Artinya;
Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian,
dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang
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berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133
sebagai berikut :

aallo Guolall ade 3l gz o) arzgill @t pac sl 1]y
Artinya:
Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai
puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak
seorang suami kepada istrinya dengan Talak Satu”.
Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar
hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis
berkesimpulan bahwa maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup
alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain sugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat,
XXX KXXXXXXKXXXX ALIAS XXXXXXKXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu
halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
Putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai
petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

HIm. 10 dari 12 HIm. Putusan No.115//Pdt.G/2024/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX,
terhadap Penggugat, XOOOXXXX XXX XX XXX ALIAS
XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

DRA. HJ. ST. MASDANAH. DRS. H. KAMARUDDIN. .

Panitera Pengganti,
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YUNIAR YASIN. S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp  100.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00

- Panggilan :Rp  370.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  540.000,00

(lima ratus mpat puluh ribu rupiah).
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